NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

L.

II.

II1.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan
percepatan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

URGENSI

Adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu
diganti.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

jenis, bentuk, dan penerima Bantuan Pemerintah;

mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;

pengelolaan bantuan;

pembinaan;

pemantauan dan evaluasi; dan

pelaporan.
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